SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 1TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI
USULAN BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL SERTA
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA

Menimbang

Mengingat

SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa dalam untuk mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Daerah
Provinsi Jawa Barat, diperlukan sinergitas antarpemangku
kepentingan sehingga menunjang pencapaian sasaran,
program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai
kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

dalam pengajuan dokumen usulan, verifikasi, dan validasi
usulan bantuan keuangan, belanja hibah, bantuan sosial serta
pokok-pokok pikiran dewan perwakilan rakyat daerah yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,
perlu pedoman dalam bentuk Peraturan Gubernur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan,
Verifikasi, dan Validasi Dokumen Usulan Bantuan Keuangan,
Belanja Hibah, Bantuan Sosial serta Pokok-Pokok Pikiran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6866);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN
DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI USULAN
BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL
SERTA POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di
Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Barat.

6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.

7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah perangkat daerah provinsi yang
menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di
bidang perencanaan daerah

10. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan
daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi
Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam
rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi seluruh proses
pengusulan bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial serta
pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan ke Daerah Provinsi
sampai dengan proses verifikasi dan validasi akhir pada SIPD.



BAB II

PENGAJUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN

VALIDASI USULAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 3

Perencanaan dan pengajuan usulan bantuan keuangan, hibah
dan bantuan sosial serta pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan
melalui aplikasi SIPD.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi Bantuan Keuangan
Pasal 4

(1) Untuk memperoleh persetujuan atas usulan bantuan
keuangan yang diajukan melalui aplikasi SIPD, dilakukan
verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kelayakan
dokumen persyaratan bantuan keuangan, baik terhadap
bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan kepada Pemerintah

Desa.

(2) Dokumen persyaratan bantuan keuangan kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah:

a. persyaratan umum, meliputi

; 8
2.

surat permohonan dari Bupati/Wali Kota pengusul;

proposal dan rencana anggaran biaya yang
ditandatangani oleh kepala perangkat Daerah
Kabupaten /Kota pengusul;

foto lokasi kegiatan;

lampiran kesepakatan berita acara Musrenbang Daerah
Kabupaten/Kota yang memuat usulan bantuan
keuangan; dan

surat keterangan tanggung jawab mutlak dari kepala
perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait usulan yang
dimohonkan.

b. persyaratan khusus, meliputi:

1. detail engineering design;

2. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;

@ o

sertifikat/dokumen kepemilikan lahan;

perizinan;

kerangka acuan kerja (berkaitan dengan kegiatan
nonfisik); dan

dokumen spesifikasi teknis dan daftar kuantitas harga
(berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa).
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(3) Dokumen persyaratan bantuan keuangan kepada Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. persyaratan umum, meliputi
1. surat permohonan dari kepala desa pengusul;

2. proposal dan rencana anggaran biaya yang
ditandatangani oleh kepala desa pengusul;

3. foto lokasi kegiatan,;

4. lampiran kesepakatan berita acara musyawarah desa
yang memuat usulan bantuan keuangan; dan

5. surat keterangan tanggung jawab mutlak dari kepala
desa pengusul.

b. persyaratan khusus, meliputi:

1. detail engineering design;
dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
sertifikat/dokumen kepemilikan lahan;

perizinan,

A

kerangka acuan Kkerja (berkaitan dengan kegiatan
nonfisik); dan

6. dokumen spesifikasi teknis dan daftar kuantitas harga
(berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa).

(4) Alur penetapan dokumen usulan bantuan keuangan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B Lampiran,
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Pasal 5

(1) Untuk memperoleh persetujuan atas usulan belanja hibah dan
bantuan sosial yang diajukan melalui aplikasi SIPD, dilakukan
verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kelayakan
dokumen persyaratan belanja hibah dan bantuan sosial yang
diajukan pengusul.

(2) Dokumen persyaratan belanja hibah dan bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. persyaratan umum, meliputi

1. surat permohonan belanja hibah atau bantuan sosial;
proposal;
rencana anggaran biaya;

foto lokasi kegiatan;

N

lampiran kesepakatan berita acara Musrenbang Daerah
Kabupaten/Kota yang memuat usulan belanja hibah dan
bantuan sosial; dan
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6. surat keterangan tanggung jawab mutlak terkait usulan
yang dimohonkan.
b. persyaratan khusus, meliputi:
1. detail gambar kerja (detail engineering design);
dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
sertifikat/dokumen kepemilikan lahan;

perizinan,;

o 8 e

kerangka acuan kerja (berkaitan dengan kegiatan
nonfisik); dan

6. dokumen spesifikasi teknis dan daftar kuantitas harga
(berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa).

(3) Alur penetapan dokumen usulan belanja hibah atau bantuan
sosial sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran,
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Keempat
Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 6

(1) Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan saran dan pendapat
berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat
sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan
kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran
pembangunan dan pengajuannya dilakukan melalui aplikasi
SIPD, selain secara tertulis.

(2) Untuk memperoleh persetujuan atas usulan pokok-pokok
pikiran DPRD yang diajukan melalui aplikasi SIPD, dilakukan
verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kelayakan
dokumen persyaratan pokok-pokok pikiran DPRD yang
diajukan oleh anggota DPRD.

(4) Dokumen persyaratan pokok-pokok pikiran DPRD yang
diajukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah:

a. proposal (jika ada); dan
b. foto lokasi kegiatan,;

(5) Alur penetapan dokumen usulan pokok-pokok pikiran DPRD
sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran, sebagai
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III
KELEMBAGAAN
Pasal 7

(1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan
bantuan keuangan, belanja hibah, bantuan sosial serta pokok-
pokok pikiran DPRD pada SIPD, dibentuk tim verifikatur.

(2) Tim verifikatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 Januari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI |
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR t TAHUN 2023



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR

TANGGAL
TENTANG

:1 Takun 2023

92 J anuari 26023
PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN,
VERIFIKASI,
BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH,
BANTUAN SOSIAL SERTA POKOK-POKOK
PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

PADA
PEMERINTAH DAERAH

SISTEM

VALIDASI

USULAN

INFORMASI

ALUR PENETAPAN DOKUMEN USULAN BANTUAN KEUANGAN, HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL SERTA POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

A. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Bantuan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

No|

L d

Tabapan

Keterangan

¢ 3

MK1 Des

MK2 Des.

Membuat kamus usulan yang merupakan daftar
panjang (long fist)

1 Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan
antara Bappeda Provinsi dengan Perangkat
Daerah Provisi

2. Setiap Kamus Usulan harus ada juklak dan

(termasuk jukisk jukns)

2

MI2 Des

MK2 Des

Membuat SK tim Verifikatur usulan Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota Provinsi lawa Barat

kis
1. Kepals Badan/Dinas PD Provinsi membuat tim
verifikatur masing-masing

Kepala Badan/Dinas PD Provinsi membuat SK

im Verifilkatur

MK3 Des

MK3 Des.

Kick OFf Meeting

L Tahapan awal perencanaan rencana Kerja
Pemerintah Daerah abun (n+2)

2. Menginformasikan Kamus Usulan yang akan
|dipecgunakan pada usulan Bantian Keuangan

’lab"oﬁ Provinsi Jawa Barat

MKL Jan

MKl Jan

Membuat dan mengaktifkan akun

n | MK Feb

Membuat list usulan Bantuan Kevangan
Kabupaten/Kota

Il

dafar usulan
berserta kelengkapan persyaratan yang akan
|dibahas pada Forum Perangkat Daerah, dengan
rincian sebagai beriut:

a. Surat Permohonan Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota dari Bupaty¥Walikota;

b. Proposat,

|c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

ld. Foto lokasi kegiatan

e. Sur n Tanggung Jawab Mutiak
|(SPTIM) dari Kepala Perangkat Daerah terkait
jusulan diajulkan

MK4 lan

MKA Feb

Pembahasan Usulan di Forum Perangkat Daerah
Provinsi lawa Barat

4

1 Menjaring masukan untuk menajamkan target
kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi
|dan kelompok sasaran

|2. Menyepakati masukan dan usulan dari
[Perangkat Daerah Kab/Kota dalam Berita Acara

K3 Feb

MKA Feb

Pembahasan di Pramusrenbang Kab/Kota

hasi Forum
Provinsi terkait usulan Bankeu Kab/Kota yang
Berita Acara

BA Pramusrenbang
Kab/Kota

MK1 Mar

MK1 Mar

Pembahasan di Pramusrenbang Provinsi

1 Membahas usulan Bantuan Keuangan
Kab/Kota yang telah tercantum dalam BA
Pramusrenbang Kab/Kota

2 Memastikan persyaratan usulan tersebut
sudah lengkap
3. dilakukan secara be

antara Bappeda Kab/Kota dengan tim verifikatur
Provinsi yang terdiri dari Mitra OPD, Peranghat
[Daerah Provinsi, Kepala Bidang Perencana
Bappeda Proviasi

BA Pramusrenbang
Provinsi

MK2 Mar

MK& Mar

Pembahasan di Musrenbang Kab/Kota

Pembahasan hasi Pramus renbang Provinsi
|terkak usulan Bankeu Kab/Kota yang telah
|disepakati dan dimuat pada Berita Acara

MKA Mar

MKA Mar

[Membuka Jadwal input usulan Kabupaten/Kota

[Musrenbang Kab/Kota
kun TAPD Bappeda membuka jadwal

MKA Mar

MKS Mar

Menginput kamus usulen Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota yang telah disepakati ke dalam SIPD

Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan antara
Bappeda Provinsi dengan Perangkat Daerah
[Provinsi

diBA

Musrenbang Kab/Kota

Prases Input Usulan Bantuan Keuangan
Kab/Xota yang telah disepakati dan tertuang
|dalam Berita Acara Kab/Xota

MK1 Apr

MKS Apr |

L]

Verifikasi Usulan

L
s

>
&
b ¢

1 Mitra OPD menelaah kesesuaian usulan
Bantan Keuangan Kab/Kots dengan Prioritas
Pembangunan Daerah, Memeriksa kesesuaian
lusulan dengan kamus (termasuk spesifikasi
pengusull, dan inventarisasi kelengkapan
persyaratan (Surat Pengantar, Proposal, RAB,
|surat Kelengkapan Lainnya). Selanjutnya

diteruska

|ditolak atau dikembalikan;

2. Usulin yang diteruskan Mitra OPD,

Iselanjutnya Perangkat Daerah menekiah secara

fter perinci kelengkapan persyaratan usulan
teknis,

rasionalitas pelaksanaan kegiatan untuk 1w@hun
langgaran, dan menyesuaikan usubn dengan
Perangkat Daerah.

|ditolk atau dikembalikan;

3. Usulan yang diteruskan Perangkat Daerah
selanjstnya diverifikasi oleh TAPD Bappeda
Provinsi, yaitu dengan melakukan penebaahan
[akhir sesuai rekomendasi Perangkat Daerah,
Menili kelayakan usulan sesuai dengan
prioritas pembangunan daerah, anggaran, dan

serta
lakhir mengenai kebyakan Usulan dalam proses
penerimaan, pengembakian, atau penolakan
jusulan Bantuan Keuangan Kab/Kota tersebut.

BA Verifikasi dan Validasi

MK1 Mei

MK Mei

Perbaikan Pengembakian Usulan dari Pengusul (Batas
Akhir)

MK1 Mei

MK3 Mei

Verifikasi dan Validasi dari tim Verifikatur (Batas Akhir)

o1

Usulan hanya disetujui dan ditokk jika
persyaratan tidak kengkap

MIG Mei

MG Mei

Finalisasi Daftar Usulan yang disetujui

Longlist Usulan Bantuan
Keuangan Kab/Kota yang
disetuijui di SIPD

[H

Lampiran RKPD Bubu i
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B. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Bantuan Keuangan Pemerintah
Desa

Nof Ml | wow Tahapon TAPD Bappeda Pravis "';;;" Kepala Desa Keterangan Ouput
=3
e — i o IDattar Kamus Usulan +
[paniang (lang lst)
2. Kamus Usulan harus ada dan
tim Verifikatar |masing-masing.
3 | WR2Des | MIZDES by, provinstwa Barat == 2. Kepala Badan Dinas PD Peovinsi membuat SK Tim
|Vertfikatur
1. Tahap: Pemerintah
[Derah tahun {n2)
3 | MK Des | MRS Des fick OF Meeting E5 |2 Meogintormasikan Kamus Usulan yang akan
[Proviosi Jawa Barat
4 | MKiian | WK1 Jan [Membuat don mengakiifkan akun == o luestoms
Jke ke Bappeda KabKota dan DPMDes Kab/Kota dengan
|membawa kelengtapan persyaratan
ﬁ [2. Surat Permohonan Bantuan Keuangan Desa;
5 | MKljan | MK2Jan {Mengajulan Usulan Bantuan Keuangan Desa fb. Proposal;
|c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Foto lokasi kegistan
e i { h
[Kepala Desa terkait usulan yang diajukan
usulen yang telah [Daftar
6 | MK31en | MKS jan [Membuat st usulan Bantuan Keusngan Desa | 4 ajukan Kepala Desa berserta kelengkapan persyaratan  [Keuangan Desa yang akan
[vang akan dibahas pada Forum Perangkt Daerah —
. "
|sasaran, program dan kegiatan,lokasi dan kelompok
[pembahasan Usutan di Forum Perangkat Daerah
7 | wsian | wkzreb [0ERERERR R ’o m/\\ [sasaran 184 Forum PO
t \/ [Daerah Kab/Kata datem Berita Acara
oux M
8 | MK3Feb | MKA Feb [Pembahasan di Pramusrenbang Kab/Kota <>- voeinn Saniion Déde yeng dgctactdes Sastirs. T2
“
o 1 yang
<>_ frercantum dalam BA Pramusrenbang Kab/Kata
2 Momastiian
9 | MK1Mar | MKI Mar P4 3. antara
e ol s '
k| Kepala
[Bidang Perencana Bappeda Provinsi
10 | MKz Mar | MKaMar L — ke Bera
|Acara Musrenbang Kab/Kota
11| MxAMar | MkAMar usulan Bankeu Desa e |Akun TAPD Bagpeda membuka jadwal perencansan
yang
12 | MKAMar | MKSMar | s o 595, [i]
yang telah
13 | wacanta | s r it S — -
i x Y A
7 it
..‘F.<>‘ n-.:v-m <\>" ’<\/> » eriksa ke phsy
P
X 4 o [persyaratan (Surat Pengantar, Proposal, RA8, Surat
(Dikervbal s VSDiw) [Kelengkapan Lainnya). Selanjutnya memberkan
ditolak atau
:-mﬁnmmhmm.m
1
14 | M1 Apr | MKS Apr [Verifikasi Usolan haben snqgaran, [8A Vertfikasi dan valiasi
b diteruskan,
5 e
ol dongen
[Perangkat Daerah, il
|pricritas pembangunan daerah, anggaran, dan
[pengem balian, atau penolakan usulan Bantuan Keuangan
[Desa tersebut.
15 | A it | Wkt i of =3
) PN [T e ———— =  Emme i
17 | MIG Mei | MIG Mei [Finalsasi Dattar Usulan yang disetujui Ij [Keuangan Desa yang disetupsi &
jsiro
18 MKS Mei JRKPD — -@ lLampiran RKPD Buku 1
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C. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Hibah dan Belanja Sosial

MX1 Des

MX2Des

Membuat kamus usulan yang merupakan daftar
|panjang {long fist}

MK2 Des

M2 Des

Membuat SK tim Venfikatur usutan Hibeh/Bansos

MIG Des

MG Des

Kick Off Meeting.

MKLian

MG feb

MK1an

MK4 Feb

Verifikasi dan Validas: Akun Pengusul

M1 Jan

Membukz ja0wal input usulan Hibah/Bansos.

MK1an

MK1 Jan

disepakati ke dalam SIPD

M1 ian

MKA Fab

Input Usulan di SIPO

i Jan

IS Jan

bahas di Forum Perangkat Daerah

MISS Jan

M2 Feb

Pembahasan Usulen di Forum Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat

MK4 Feb

Pembahasan di Pramusrenbang Kab/Kota

MK Mar

Pembahasan di Pramusrenbang Provinsi

M2 Mar

Pembahasan ci Musrenbang Kab/Kota

MK1 Apr

MIG Apr

|Verifikasi Usulan

Perbaikan Pengembakian Usulan dari Pengusu (Batas
| Akdhir}

Verifikasi dan Validasi dari tim Verifikatur (Batas Akhir)

Fnakisasi Daftar Usulan yang disetuur

I

[

Il

Il

[Daftar Kamus Usulan +
Mooul/ Pedoman Untuk Pergusutan

1. Xepata Badan/Dinas PD Provinsi membuat tim
(verifikatur masing-masing

12. Kepata Badan/Dinas PD Provinsi membuat SK
[Tim Vesifikstur

1. Tahapan awal perencanaan rencana Kerla
[Pemerintah Daerah tahun {n+2)
[2. Menginformasikan Kamus Usulan yang akan

Pengusul mendaftarkan akun pada SIPO dengan

jpersyaratan:
- Akta Kementerian Hulwm: dan HAM,
- Sertifikat;

{Alun Pengusul {individu/| embaga)

iditerima atau ditolak

lAkun TAPD Bappeda membuks jadwal

|Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan antara
|Bappeda Provinsi dengan Perangkat Daerah

Provinsi

Pengusul {individu/Lembaga) men gajuken
fusulan hibah/bansos dengan kelengkapan
la. surat Penmohonan Bantuan Hibahy/Bansos
fdan Pengusul,

fb. Proposal;

fc. Rencana Anggaran Btaya (RAB);

ld. Foto lokasi kegatan

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
terkait usulan

Bappeda jabar mempersiapkan daftar usulan
berserta kelengkapan persyaratan yang sucah
|diinput ke SIPD oleh alun pengusul
|lindividu/lembaga) yang akan dibahas pada
Forum

|Daftar Usulan Bantuan Hebah yarg.
lakan dlajukan

BA Forum PD

Pembahasan hasil Forum Perangkat Daersh

|disepakati datam Berita Acara

1. Membahas usulan Hibah/Bansos yang telah
tercantum dalam BA Pramusrenbang Kab/Kota
2. Memastikan persyaratan usulan tersebut

Isudah lengkap
3

{antara Bappeda Kab/Kota dengan tim verifikatur
[Provinst yang terdit dari Mitra OPD, Perangkat
Daerah Provinsi, Kepala Bidang Perencana
Bappeda Provinsi

fredkait usulan Hibah/Bansos yang telah
|disepakati dan dimuat pada Berita Acara
KabyXot

BA Musrenbang Kab/ Kota

|Meenheng £2h
1. Mitra 0PD menelaah kesesvaian usulan hibah

[target kinerfa Perangkat Daerah. Selanjutnya
imemberikan rekomendasi usulan diteruskan,
\ditolak atou dikembalkan.

3. Usulan yang diteruskan Perangkat Daerah
iselanjutnya diverifikasi oleh TAPD Bappeda
Provinsi, yaity dengan melakukan penelashan
|akhir sesuai rekomendasi Perangkat Daersh,
[Menitai keloyakan usulan sesuai dengan
Iprioritas pembangunan daerah, anggaran, dan
{kewenangan, serta memberikan rekomendast
|akhir mengenai kelayakan Usulan dalam proses
[penerimaan, pengembalian, atau penolakan

|BA Vertfikasi dan Validasi

Usulan hanya disetujul dan ditolek fika
Ipersyaratan tidak lenghap

|Hibsh/Sansos yang disetujui di SIPD
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D. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tahapan

Keterangan

MK2 Des

|Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Desa,
Iyang merupakan daftar panjang (long fist)

MK2 Des.

MK2 Des

[Membuat SK tim Verifikatur usulan Pokok Pikiran OPRD

MX3 Des

MX3 Des

ick Off Meeting

MK Jan

MK3 Feb

MK1 Jan

Membiuka Jadwal input usulan Pokok Pikiran DPRD

MKLan

MK1Jan

{Menginput kamus usulan Pokok Pikiran DPRD yang telah|
|disepakati ke dalam SIPD

MK1 Jan

MK4 Mar

input Usulan di SIPD

MKLApr

IS Apr

|Verifikasi Usulan

MK Apr

MK1 Mei

Perbakan Pengembalian Usulan dari Pengusul {Batas
{Alhir}

16

MK1 Mei

MK3 Mei

Verifikasl dan Validasi dari tim Verifikatur (Batas Akhir)

7

MK3 Mel

Finalisasi Daftar Usulan yang disetujui

RKPD

|

Izal,

it
It
I

L Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan

antara Bappeda Provinsi dengan Perangkat
Daerah Provinsi

2 Setiap Kamus Usutan harus ada juklak dan

L Kepala Badan/Dinas PD Provinsi membuat tim
verifikatur masing-masing

2 Kepala Badan/Dinas PD Provinsi membuat SK
{Tim Verifkatue

1 Tahapan awal perencanaan rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun (n+2)
2 Menginformasikan Kamus Usulan yang akan

FEMM
Pengusul mendaftarkan akun pada SIPD dengan
|memberikan data ke Admin Sekda Provinsi
|untuk didaftarkan dengan kelengkapan data :
- Nama Anggota Dewan

- Fraksi Anggota

- Dapil Anggota
Username, NIK, Email, Nomor telepon, Alamat

(Xecamatan, Kelurahan, Kab/Kota}

(Akun Pengusul {Anggota DPRD}

[Akun TAPD Bappeda membuka jadwal input
[pokir DPRD

Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan antara
Bappeda Provinsi dengan Perangkat Daerah
Provinsi

Pokok Pikiran DPRD dengan merincikan uraian
|permasalahan yang dapat dilengkapi
|persyaratan sebagai berilut:

a. Proposal;

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

. Foto lokasi kegiatan

1. Mitra OPD menelaah uraian

DPRD

dengan hasil reses dan Prioritas Pembangunan
Daerah, serta mengecek kelengkapan
|persyaratan {opsional) untuk menjadi
pertimbangan. Selanjutnya memberikan

i usulan diteruskan, ditolak atau
dikembalikan.

2 Usulan Pokir DPRO yang diteruskan
selanjutnya diverifikasi oleh Perangkat Daerah
Prowinsi, yaitu dengan mempertimbangkan
|uraian permasalahan dan lebih secara teknis
3. Usulan yang diteruskan Perangkat Daerah
|setanjutnya diverifikasi oleh TAPD Bappeda
Provinsi sebagai pertimbangan terakhir dalam
proses penerimaan, pengembalian, atau
|penolakan usulan Pokir DPRD tersebut

BA Verifikasi dan Validasi

Usulan hanya disetujui dan ditolak jika
|persyaratan tidak lengkap

Longist Usulan Pokok Pikiran DPRD
|yang disetujui di S1PD

Sebagal Bahan Pertimbangan pada
BAB || RKPD sebagai rumusan
|permasalahan dan pada BAB V1 yang
|merupakan daftar kegiatan hasil

reses yang telah disetujui

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL





